DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adjie, Habib. Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.
Bandung : PT Refika Aditama, 2017

. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No0.30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris. Bandung, PT Refika Aditama, 2010

.Pembatalan dan Kebatalan Akta Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2017

Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2003

Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2004

Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia. Yogyakarta: Ull Press, 2009
Badrulzaman, Mariam Darus. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Budiono, Herlien. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan.
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014

Djodjodirjo, M.A. Moegni. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1978

Elly Erawati, Herlien Budiono. Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian. Jakarta:
National Legal Reform Program, 2010

Fachruddin, Irfan. Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara.
Jakarta: Varia Pengadilan, 1994

Fuady, Munir. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
Hasan, Djuhaendah. Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir
Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum

Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996/1997

Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayumedia
Publishing, 2006



Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Khairandy, Ridwan. Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Program
Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2004

. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan
(Bagian Pertama), Yogyakarta:FH UlI Press, 2013

Lotulung, Paulus Effendi. Beberapa Sistem Tentang Segi Hukum Terhadap Pemerintah — Seri Ke
1 : Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi. Bandung:
Citra Aditya Bakti Bakti, 1993

M. Hadjon, Philipus. Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur). Surabaya:
Yuridika, 1993

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005
Mertokusumo, Sudikno. Penelitian Hukum Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2001
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010

Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017

Mulyoto. Perjanjian (Tehnik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai).
Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012

Panggabean, H.P. Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan
(Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian. Yogyakarta: Liberty, 2010

Priyatno, Dwidja. Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di
Indonesia. Bandung: CV.Utomo, 2004

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Sumur, 1992

. Azas-Azas Hukum Perjanjian. Bandung:Liberty, 1989

. Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung:Sumur, 1994

R, Ridwan H. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Saputra, Rendy. Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam
Hukum Perjanjian Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016



Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku Il. Bandung:Citra Aditya
Bakti, 1995

Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta, 1979

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta.
Bandung : Mandar Maju, 2011

Sjaifurrachman. Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung:Penerbit
Mandar Maju, 2011

Soegondo Notodisoerjo, R. Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta : Raja
Grafindo Persada,1993

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2002

. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT. Intermasa, 1985

Suharnoko. Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Sunggono, R. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Supriadi. Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Suratman dan Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, 2014

Tanaya, Velliana. Perbuatan Melawan Hukum Informasi Menyesatkan (Misleading Information)
dalam Prospektus Go Public. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,

2018

Thong Kie, Tan. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2000

Tobing, G.H.S.Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga,1999

Diktat Kuliah

Budianto, Agus. Diktat Kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Magister Kenotariatan
Universitas Pelita Harapan, 2020

Jurnal

Yudara, N.G. “Pokok-pokok Pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris serta akta

Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia”, Renvoi, Nomor.10.34.11l, Tanggal 3 Maret
2006



Hasil Penelitian

Wardah, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli
Kembali”.Tesis. Surabaya: Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, 2018

Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016

Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2128;

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2008

Internet

http://secolaw.com/id/perjanjian-jual-beli-tanah-dengan-hak-membeli-kembali/ diakses tanggal
16 Mei 2021

The Law Dictionary, What is Responsibility, https://thelawdictionary.org/responsibility/, diakses
tanggal 18 April 2021


http://secolaw.com/id/perjanjian-jual-beli-tanah-dengan-hak-membeli-kembali/

